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Kemendagri Dukung tentang
Penyempurnaan PP Pengupahan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
ikut terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang =
Pengupahan bersama beberapa pejabat tinggi negara.

Pembahasan itu berlangsung di
Gedung Ali Wardhana, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
yang dilaksanakan beberapa waktu
lalu. Rapat Koordinasi Terbatas
(Rakortas) tersebut dipimpin oleh

Menko Perekonomian serta dihadiri
oleh Menteri Ketenagakerjaan dan
Penetapan Peraturan Pemerintah Sy L L il fRgrr o ;alﬂl;ﬁ::at;n Mmlfemgntenan Hukum
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ﬁaufbagx msmmlksxmad:mmm As usia. .
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menja- paAgy udalg g menetap- Selain itu, beberapa Pejabat Tinggi
di Undang-Undang (UU C1ptaker) kanupah minimum sesuai dengan - Madya perwakilan dari Kemnaker,
Beberapa Perubahan ketentuan yang berlaku. Kemenko Perekonomian, Kemenset-
Terdapat beberapa perubahan sub- Topik lainnya yaitu pembenan neg, Setkab, Kemenperin, KSP, dan
stansi dalam UU Ciptaker, khususnya upah P iy lebih besar ba_gl Kemendagn Perwakilan dari Kemen-
terkait pengupahan, sehingga peraturan pekerjafbpruh dengan masa .ker]a dagri yang hadir adalah Sekretaris
turunannya harus disesuaikan. e P i R i e Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar
Revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 pengliatan peran dewan peigupaban di Diantoro, Direktur Jenderal (Dirjen)
perlu segera ditetapkan karena wakm M I "mh; reapy,  Bina Pembangunan Dacrah (Bangda)
penetapan upah minimum sudah sangat ada kesempatan ) Restuardy Daud, Pelaksana Harian
mendesak. Terlebih penetapan upah Kemendagri. mendukung upaya  (Plh) Sahmen Bidang Aparatur dan
minimum juga berkaitan dengan kebu- penyempumaan PP Nomor 36 Tahun Pelayanan Publik Zanariah, serta per-
tuhan data dari Badan Pusat Statistik 2021 "Bagl daetah peme arar, .
(BPS) sebagai formula penghitungan minimum mengikuti provinsi induk:
dan akan disampaikar oleh Menaker b aimnﬁm“m o
kepadapetn gD eI IKN nientin pa ditzta kan Kepala wakilan Direktorat Jenderal (Ditjen)
Beberapa isu yang dibahas pada Otdri‘ta]IG\I"yelas S uhaI'Jar P Otonomi Daerah (Otda).
rapat ttbeais Kall iy A 1) Sk Selain it’uj Kemend}]ag;-i juga terus Rakortas ini bertujuan untuk mem-
penyempurnaan formula yang akan it o bi J dgan > bahas dan menyepakati hasil rapat
digunakan untuk penghitungan UM Il;a{ia Po i pea Panitia Antarkementerian (PAK) terkait
tahun 2024, bagaimana penghitungan  SAWasan terhacap $6 AL BORHS  Penubahan PP Nomor 36 Tahun 2021.
serta mekanisme penetapan UM di terutarggnyang mmﬁ? e Kegiatan ini dianggap krusial lantaran
CralyieR pemsk A e R Hbte SesuIz"lalda g;:"knhﬁa at, dihara kan penetapan Upah Minimum (UM) tahun
Nusantara (IKN), serta daerah yang b i; i Rl Enl‘uk 2024 akan dilaksanakan dalam waktu
belum memiliki UM hingga penyesua- ya dukungan se i dekat, yakni November 2023.
‘jan UM bagi daerah yang telah mernili- g;mﬁ“ﬁf%?f:?mwma’ Sesuai dengan PPNomor 36 Tahun
ki UM. Ssouialicasian don don. 2021, besaran Upah Minimum Provinsi
Adapun sy e yang joga ot ki (UMP) 2024 akan ditetapkan oleh
o s gubernur paling lambat pada tanggal 21

November tahun ini, sedangkan Upah
Minimum Kabupaten maupun Kota
(UMK) ditetapkan paling lambat 30
November.

Selain itu, perubahan tersebut
dxpeﬂukan agar sesuai dengan substan-
si yang diatur dalam Undang-Undang
(UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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